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ABSTRAK 

Irhasany Dihan S: Hak dan Kewajiban Bagi Penanam Modal yang Tidak 

Melaksanakan Laporan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 

Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang 

Penanaman Modal (Studi Kasus PD. Yas Nugraha.) 

Berbicara Hak dan Kewajiban, perlu kita ketahui bersama bahwa hak dan 

kewajiban merupakan salah satu tugas DPMPTSP Kabupaten Bandung berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal. Salahsatunya 

investor berkewajiban dalam menyampaikan LKPM. Tentunya jika hak dan 

kewajiban tersebut tidak terpenuhi, akan ada sanksi dalam pelanggaran tersebut. 

Namun, dari tahun 2019 sampai 2021 dapat dibuktikan bahwa masih adanya 

pelanggaran terkait hak dan kewajiban tersebut. Pada tahun 2019 sampai dengan 

tahun 2021, jumlah investasi di Kabupaten Bandung mengalami kenaikan dan 

penurunan jumlah LKPM.  

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak dan 

kewajiban Pemerintah Daerah terhadap para pelaku usaha (investor) pada bidang 

usaha perkebunan di Kabupaten Bandung (Studi kasus PD. Yas Nugraha) dan untuk 

mengetahui bagaimana sanksi bagi para investor yang tidak melaksanakan laporan 

kepada  Pemerintah Daerah pada bidang usaha perkebunan di Kabupaten 

Bandung(Studi kasus PD. Yas Nugraha). 

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori sanksi 

administratif dan juga teori penegakan hukum. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan 

menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan data kualitatif 

yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui 

studi kepustakaan, lapangan dan dokumen dengan menggunakan metode analisis 

data kualitatif. 

Hasil penelitian ini dapat menemukan beberapa kesimpulan. Pertama, 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penanaman modal ini berjalan 

dengan semestinya di kabupaten Bandung meskipun belum optimal sebab masih 

ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para investor setempat. Kedua, 

upaya untuk mengatasi tersebut diantaranya DPMPTSP melakukan sosialisasi 

terkait tata cara pengisian LKPM dan membuat desk LKPM di kantor DPMPTSP 

bagi investor yang membutuhkan.  
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